SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN PATI

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyaluran
Dana Desa, perlu dilakukan pendelegasian wewenang untuk
menandatangani surat pengantar penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (17) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Dana Desa, dokumen persyaratan penyaluran disampaikan
dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah
oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah
atau urusan pemberdayaan masyarakat yang ditunjuk oleh
Bupati atau Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati
untuk menandatangani Surat Pengantar Penyampaian
Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten
Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang...



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6321);

6. Peraturan...



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Menetapkan

10.

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN  BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PATI UNTUK MENANDATANGANI SURAT
PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN
PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN PATI.

Pasal...



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Bupati adalah Bupati Pati.

3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

(1) Bupati berwenang menandatangani Surat Pengantar
Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana
Desa.

(2) Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan
Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Kepala BPKAD.

Pasal 3

Kepala BPKAD menyampaikan laporan pelaksanaan

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

kepada Bupati.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 5




